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Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Ketua Pengadilan Negeri,
di —

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2021

TENTANG

KETENTUAN TENGGANG WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENITIPAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI
KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dengan berlakunya Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti
kerugian, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum tidak mengatur mengenai tenggang waktu
penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
maka sebelum dilakukan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, Mahkamah Agung menetapkan teknis
administrasi dan kebijakan sebagai berikut.

1. Penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian sebagaimana
diatur di dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



e

wajib diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan
teregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan hingga pengucapan

Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penerimaan Permohonan.

Permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang didaftarkan di Pengadilan
terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 wajib diperiksa dan diadili
dengan mengikuti tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung ini.

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, persyaratan dan tata cara Pengajuan dan
Pemeriksaan Permohonan Penitipan Ganti Kerugian dilakukan sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum.

Demikian wuntuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.
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Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;



